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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

DUKUNGAN ADMINISTRATIF, KEUANGAN, DAN TATA KELOLA KOMISI 

INFORMASI DI DAERAH 

DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

Uraian Keterangan 

Perangkat Daerah 
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera Utara 

Program 
2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Kegiatan 
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan 

2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, 

Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di 

Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik 

Sumber Pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Lokasi 
Semua Kota/Kabupaten, semua Kecamatan, 

semua Kelurahan/Desa 

Waktu Pelaksanaan Januari s.d. Desember 2026 

Target Keluaran 

12 laporan dukungan administratif, keuangan, dan 

tata kelola Komisi Informasi di Daerah yang 

akuntabel dan disampaikan kepada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 

Alokasi Anggaran 2026 Rp2.044.708.398,00 

 

I. LATAR BELAKANG 
Informasi publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, 

transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan atas hak setiap orang untuk 

memperoleh informasi publik serta mengatur mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa 

informasi publik melalui Komisi Informasi. 

Komisi Informasi provinsi mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa 

informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Oleh karena itu, 

dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola diperlukan agar pelaksanaan tugas Komisi 

Informasi Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan tertib, efektif, akuntabel, terdokumentasi, dan 

mendukung penyelesaian sengketa informasi publik. 

Dokumen RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 menempatkan sub kegiatan ini pada Program 

2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Kegiatan 2.16.02.1.01 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi. RKA menetapkan 
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target keluaran berupa 12 laporan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi 

Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, dengan pelaksanaan Januari sampai dengan Desember dan sumber pendanaan PAD.  

Rincian belanja dalam RKA juga menunjukkan kebutuhan dukungan berupa bahan administrasi 

dan pencetakan, konsumsi kegiatan, honorarium, dukungan tenaga ahli/komisioner, publikasi, 

pengiriman dokumen, sewa peralatan, serta jasa konsultansi tertentu yang terkait dengan 

pelaksanaan sub kegiatan.  

Atas dasar tersebut, disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan sub 

kegiatan Tahun Anggaran 2026, sehingga perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

dokumentasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan secara terarah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen penganggaran. 

II. TUJUAN DAN SASARAN 

2.1 Tujuan 

a. Menyediakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola bagi pelaksanaan tugas 

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam penyelesaian sengketa informasi publik. 

b. Mendukung terselenggaranya proses administrasi, persidangan/penyelesaian sengketa, 

dokumentasi, publikasi, dan pelaporan secara tertib dan akuntabel. 

c. Menjamin tersedianya dukungan operasional dan tata kelola yang memadai untuk 

pelaksanaan tugas Komisi Informasi sepanjang Tahun Anggaran 2026. 

2.2 Sasaran 

a. Tersedianya dukungan administrasi dan operasional Komisi Informasi Provinsi Sumatera 

Utara. 

b. Terselenggaranya dukungan keuangan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah 

dan standar biaya yang berlaku. 

c. Terselenggaranya tata kelola, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan Komisi Informasi 

secara tertib, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Tersusunnya 12 laporan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi 

Informasi di Daerah selama Tahun Anggaran 2026. 

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN 

3.1 Dukungan Administratif 

a. Penyiapan surat-menyurat, bahan administrasi, penggandaan, pencetakan, pengarsipan, 

map/dokumen, dan kebutuhan administrasi lainnya. 

b. Penyiapan administrasi kegiatan Komisi Informasi, termasuk dukungan penjaringan/seleksi 

apabila menjadi bagian dari pelaksanaan tahun anggaran. 

c. Pengelolaan dan pengiriman dokumen resmi serta dukungan dokumentasi kegiatan. 

3.2 Dukungan Keuangan 

a. Penatausahaan dan pemenuhan dokumen pertanggungjawaban belanja sesuai ketentuan. 
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b. Fasilitasi pembayaran hak/honorarium dan dukungan biaya operasional Komisi Informasi 

sesuai anggaran dan standar yang berlaku. 

c. Pengendalian penggunaan anggaran agar efisien, tertib, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3.3 Dukungan Tata Kelola dan Penyelesaian Sengketa 

a. Fasilitasi operasional Komisi Informasi dalam menerima, memeriksa, memediasi, dan/atau 

melakukan ajudikasi nonlitigasi sengketa informasi publik sesuai kewenangannya. 

b. Penyiapan administrasi persidangan/mediasi, agenda, bahan, dokumen, berita acara, dan 

dokumentasi hasil penyelesaian sengketa. 

c. Fasilitasi koordinasi antara Komisi Informasi, PPID, perangkat daerah, pemohon informasi, 

termohon, dan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. 

3.4 Dukungan Kegiatan Keterbukaan Informasi 

a. Fasilitasi forum, FGD, asistensi, sosialisasi, peringatan/agenda keterbukaan informasi, dan 

kegiatan lain yang tercantum dalam dokumen penganggaran. 

b. Dukungan publikasi dan penyebarluasan informasi kegiatan melalui media yang sesuai. 

3.5 Pelaporan dan Dokumentasi 

a. Penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala dan laporan akhir tahun. 

b. Pengumpulan bukti dukung administrasi, keuangan, keluaran kegiatan, dokumentasi, dan 

bahan evaluasi. 

c. Penyampaian 12 laporan keluaran sesuai target dalam RKA. 

IV. METODA PELAKSANAAN 
a. Perencanaan: melakukan identifikasi kebutuhan, menyusun rencana kerja, jadwal, 

kebutuhan administrasi, dan pembagian tanggung jawab. 

b. Koordinasi: melakukan koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Sumatera Utara dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara serta pihak terkait. 

c. Pelaksanaan: melaksanakan dukungan administrasi, keuangan, tata kelola, fasilitasi 

penyelesaian sengketa, kegiatan keterbukaan informasi, dan kebutuhan operasional sesuai 

DPA/RKA serta ketentuan yang berlaku. 

d. Dokumentasi: setiap kegiatan didukung dengan dokumen administrasi, daftar hadir bila 

relevan, notula/berita acara, dokumentasi, bukti transaksi, dan keluaran kegiatan. 

e. Pengendalian: melakukan monitoring atas realisasi fisik dan keuangan, kesesuaian dengan 

target keluaran, serta tindak lanjut atas permasalahan pelaksanaan. 

f. Pelaporan: menyusun laporan berkala dan laporan akhir, termasuk rekapitulasi capaian 12 

laporan keluaran yang ditetapkan dalam RKA. 
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V. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 
Pelaksanaan sub kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, mulai Januari sampai dengan 

Desember 2026, sesuai dokumen RKA-SKPD Tahun Anggaran 2026 

Tahap Periode Keluaran Utama 

Persiapan dan perencanaan Januari 2026 
Rencana kerja dan administrasi 

awal 

Pelaksanaan dan dukungan 

operasional 
Januari–Desember 2026 

Dukungan administratif, 

keuangan, dan tata kelola 

Monitoring dan evaluasi Dilaksanakan berkala 
Hasil monitoring/evaluasi dan 

tindak lanjut 

Pelaporan Bulanan/berkala dan akhir tahun 
12 laporan keluaran dan laporan 

akhir 

VI. SPESIFIKASI TEKNIS DAN STANDAR KUALITAS 
Komponen Standar Kualitas 

Administrasi 

Dokumen administrasi harus lengkap, tertib, mudah 

ditelusuri, menggunakan format kedinasan, dan 

disimpan sesuai sistem pengarsipan yang berlaku. 

Keuangan 

Setiap belanja harus didukung bukti yang sah, 

sesuai pagu, kode rekening, standar harga/biaya 

yang berlaku, dan ketentuan pengelolaan keuangan 

daerah. 

Dokumen sengketa 

Dokumen terkait penyelesaian sengketa harus 

tersusun secara sistematis, lengkap, aman, dan 

mendukung proses mediasi dan/atau ajudikasi 

nonlitigasi. 

Pelaporan 

Laporan memuat realisasi kegiatan, capaian 

keluaran, permasalahan dan tindak lanjut, serta 

bukti dukung yang relevan. 

Kualitas keluaran 

Keluaran harus akuntabel, dapat diverifikasi, tepat 

waktu, dan konsisten dengan target sub kegiatan, 

yaitu 12 laporan. 

Publikasi 

Materi publikasi harus sesuai ketentuan 

keterbukaan informasi publik, akurat, tidak 

menyesatkan, dan memperhatikan informasi yang 

dikecualikan. 
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VII. LOKASI KEGIATAN 
Lokasi kegiatan adalah wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan cakupan sebagaimana 

tercantum dalam RKA yaitu semua kota/kabupaten, semua kecamatan, dan semua 

kelurahan/desa. Pelaksanaan administratif dan koordinasi utama dilaksanakan pada lingkungan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara serta lokasi lain sesuai kebutuhan 

kegiatan dan kewenangan Komisi Informasi.  

VIII. SUMBER PENDANAAN 
Sub kegiatan dibiayai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026. Dokumen 

RKA mencantumkan alokasi Tahun 2026 sebesar Rp2.044.708.398,00.  

Penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai DPA/DPPA yang berlaku, ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah, standar harga satuan yang berlaku, serta prinsip efisiensi, efektivitas, 

transparansi, dan akuntabilitas. Rincian belanja RKA antara lain mencakup belanja barang, bahan 

cetak, konsumsi kegiatan, jasa/honorarium, jasa tenaga ahli, publikasi, pengiriman, sewa, dan jasa 

konsultansi sesuai kebutuhan yang telah dianggarkan.  

IX. REFERENSI HUKUM 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan 

mengenai hak memperoleh informasi. 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai 

dasar hak memperoleh informasi publik, kelembagaan Komisi Informasi, serta mekanisme 

keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik.  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan 

Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. 

Peraturan ini ditetapkan 19 Januari 2026 dan mulai berlaku 2 Februari 2026 serta 

mencabut Permendagri Nomor 3 Tahun 2017.  

e. Peraturan Komisi Informasi yang mengatur standar layanan/penyelesaian sengketa 

informasi publik sepanjang masih berlaku dan relevan dengan pelaksanaan tugas Komisi 

Informasi. 

f. Peraturan daerah/peraturan gubernur Provinsi Sumatera Utara yang mengatur kedudukan, 

tugas, fungsi, tata kerja perangkat daerah dan/atau penyelenggaraan keterbukaan 

informasi publik, sepanjang berlaku pada Tahun Anggaran 2026. 

g. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2026, Sub Kegiatan 2.16.02.1.01.0020 sebagai dasar perencanaan 

keluaran, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber pendanaan, dan alokasi anggaran.  
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X. INDIKATOR KINERJA DAN KELUARAN 
Jenis Indikator/Tolok Ukur Target 2026 

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.044.708.398,00 

Keluaran 

Jumlah laporan dukungan 

administratif, keuangan, dan tata 

kelola Komisi Informasi di Daerah 

yang akuntabel serta 

disampaikan kepada 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika 

12 laporan 

Waktu Pelaksanaan sub kegiatan Januari–Desember 2026 

Sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026 

XI. PENUTUP 
Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Dukungan Administratif, 

Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik Tahun Anggaran 2026. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tertib, efektif, 

efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta 

dokumen penganggaran yang berlaku. 

Apabila terdapat perubahan kebijakan, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dokumen 

penganggaran selama Tahun Anggaran 2026, pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketentuan 

yang berlaku tanpa mengubah tujuan dan keluaran utama sub kegiatan. 

 

 

 

Medan, Februari 2026 

 

KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

 

 

 

PORMAN JUANDA MARPOMARI MAHULAE, ST, M.Si 

NIP. 19800915 201001 1 015 

 

 

 

 

 













Fasilitas Sarana dan prasarana Komisi Informasi 

 

 

 

 

 

 

Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara                                Ruang Sidang KI Provsu 

 

 

 

 

 

 

 

     Ruang Komisioner KI Provsu Ruang Registrasi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ruang PSI Ruang Komisioner KI Provsu 


